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KHAIRINA ALMIRAH RIVAI, Nomor Pokok E121 11 107, Program
Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan
judul : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN” di bawah bimbingan Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
dan Rahmatullah S.Ip, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin
berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai
negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor
apakah yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP
No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Dari penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan beberapa
hal yakni : (1). Penerapan Hukuman disiplin berdasarkan PP No.53 Tahun
2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sudah berjalan,
namun terdapat bagian-bagian pelanggaran yang belum terlalu maksimal
pemberian hukumannya. Adapun pelanggaran-pelanggaran disiplin yang
dilakukan, antara lain: a.) Disiplin waktu kerja, implementasi penerapan
aturannya belum terlalu maksimal dan belum terlalu adil perlakuan pemberian
hukuman terhadap pegawainya, b.) Pencapaian sasaran kerja belum
maksimal. Penerapan hukumannya ini sudah berjalan, pegawai  yang belum
maksimal sesuai sasaran kerja dan menemukan habatan dalam melaksakan
tugasnya mendapatkan bimbingan dari atasan dalam melaksanakan
kinerjanya. c.) Penyalahgunaan wewenang, Penerapan hukumannya telah
sesuai dengan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2). faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan antara lain: Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil,
Pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin.
xABSTRACT
KHAIRINA ALMIRAH RIVAI, E121 11 107 , Government Science
Program , Department of Political Science Administration , Faculty of Social
and Political Sciences, University of Hasanuddin , writing his thesis with the
title : "DISCIPLINE POLICY IMPLEMENTATION OF CIVIL SERVANTS IN
THE DEPARTMENT OF SOCIAL AND LABOR AND DISTRICT Pangkajene
ISLANDS" under the guidance of Dr. H. Andi Samsu Alam , M.Si and
Rahmatullah S. Ip , M.Si.
This study aims to determine the application of disciplinary action
under PP 53 of 2010 for violations of discipline civil servants in the
Department of Social and Labor Pangkajene Islands Regency . In addition ,
this study to determine the factors that influence the application of disciplinary
action under PP 53 of 2010 for violations of discipline civil servants in the
Department of Social and Labor Pangkajene Islands Regency .
From the research that has been conducted authors conclude
several things: (1). The application of disciplinary punishment under
Regulation 53 of 2010 of the civil service disciplinary offense is already
running, but there are parts of the offense that has not been overly maximum
penalty provision. As for disciplinary offenses committed, among others: a.)
The discipline of working time, the implementation of the application of the
rules are not too maximal and not too fair treatment of punishment against
employees, b.) The achievement of work objectives is not maximized. The
application of this sentence is already running, employees who have not been
up appropriate employment goals and find friendship in fulfilling their duties to
get guidance from superiors in carrying out its performance. c.) Abuse of
authority, Application of punishment in accordance with the disciplinary rules
of the Civil Service. (2). factors that affect the application of disciplinary
sanctions against breaches of discipline in the Civil Service and Labor Social
Service Pangkajene Islands Regency include: Leadership, Civil Servants,
Consideration of disciplinary punishment.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Perubahan sistem politik, reformasi ekonomi, sampai reformasi
birokrasi menjadi agenda utama di negeri ini. Yang paling sering
dikumandangkan adalah masalah reformasi birokrasi yang menyangkut
masalah-masalah pegawai pemerintah yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik.
Permasalahan dan hambatan dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan harus ditata ulang atau diperbaharui. Dengan kata lain,
reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur
negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas
umum pemerintah dan pembangunan nasional.
Aspek terpenting untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan nasional adalah sumber daya manusia suatu bangsa.
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor terpenting bagi sebuah
lembaga atau organisasi. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah
Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri sipil merupkan unsur utama sumber
daya manusia yang mempunyai peran menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
2Pegawai negeri sipil yang merupakan sumber daya aparatur Negara
dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi
dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai negeri sipil
juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi
kepentingan masyarakat dan negara. Pegawai negeri sipil juga harus
mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi untuk melaksakan
tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya.
Seperti Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur
Pegawai Negeri Sipil, salah satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah
No.53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut
merupakan peraturan pengganti Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tidak terlepas
dari ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
tentang disiplin pegawai negeri sipil dalam bentuk Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010.
Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil berisi mengenai 17 kewajiban, 15 larangan, dan sanksi berupa
hukuman disiplin bagi pegwai negeri sipil yang tidak melakukan kewajiban
serta melanggar larangan yang telah diatur dalam peraturan tersebut.
3Peraturan Pemerintah disertai dengan sanksi berupa hukuman disiplin bagi
para pelanggarnya. Dengan kata lain, pencapaian tujuan yang ingin dicapai
sangat berpengaruh terhadap ketaatan dari Pegawai Negeri Sipil pada
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Penerapan peraturan pemerintah terhadap pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh pegawai negeri sipil secara umum diberlakukannya sanksi
ataupun hukuman.Kewajiban dan larangan tersebut, apabila dilanggar dan
tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi hukuman disiplin. Hukuman terhadap
pelanggaran disiplin bagi pegawai negeri sipil yang tidak melakukan
kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran
disiplin pegawai negeri sipil dan harus mendapatkan sanksi melalui hukuman
disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya.
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010  tentang disiplin pegawai
negeri sipil merupakan pedoman ataupun peraturan kedisiplinan yang
dijadikan landasan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010, Pegawai
Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran disiplin
4pegawai negeri sipil seperti sering terlambat masuk kerja,pulang cepat tanpa
keterangan yang jelas, tidak mengikuti apel pagi dan apel sore yang
merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kedisiplinanPegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Dengan melihat beberapa data secara kasat mata serta melalui situs
internet, dan melihat fenomena yang terjadi terdapat laporan dugaan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akibat dari
tingkat disiplin yang kurang. Dimana Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin terdapat di salah satu SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yang kemudian dugaan pelanggaran Pegawai
Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut tidak terselesaikan
dan belum ada tindak lanjut penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri
Sipil, sehingga tidak jarang pula menimbulkan sorotan dan kekecewaan pada
masyarakat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah berjalan. Namun, masih terdapat
5permasalahan dalam penegakan disiplin ataupun pelaksanaan hukuman atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam
menjalankan roda pemerintahan yang masih kurang mematuhi peraturan
kedisiplinan pegawai dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan
pembangunan daerah. Untuk itu, perwujudan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang ada di daerah diawali dengan penegakan disiplin
dilingkungan aparaturpemerintahan, khususnya Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagi
unsur utama sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, hukuman terhadap
pelanggaran disiplin yang terjadi harus diterapkan secara jelas dan tegas,
sehingga masalah penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil kini sudah
saatnya patut mendapat perhatian yang lebih serius.
Untuk itu peneliti ingin lebih jauh mengetahui bagaimana penegakan
disipin melalui penerapan sanksi (hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010) atas pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.Sehingga, penulis  tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri
6Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan”.
1.2. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka
permasalahan yang menjadi fokus perhatian  dalam penelitian ini sebagai
berikut :
1. Bagaimana penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53
tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin
berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin
pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka
tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, yaitu :
71. Untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP No.
53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman
disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran
disiplin pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
1.4. Manfat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :
a. Secara teoritis
Dapat menambah wawasan ilmiah, khususnya dalam bidang ilmu
pemerintahan yang berkaitan dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil,
khsusnya dalam penerapan sanksi hukuman bagi pegawai negeri sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
b. Secara praktis
Dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai penerapan sanksi
hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dan
8menjadi bahan renungan bagi Pegawai Negeri Sipil agar senantiasa
menaati dan mengamalkan aturan-aturan yang berlaku.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan tentang kebijakan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
“Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran”.1
Konsep kebijakan, secara konseptual sering di konsepsikan dengan
terminology “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan
dengan “wisdom” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan”
diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik
diistilahkan sebagai “statemen of intens” atau perumusan keinginan
(Budiardjo, 1972)
Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan
kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga
dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.2
1 Desi Anwar. Kamus Lengkap bahasa Indonesia. Amelia Surabaya. 2003.  Hal  227
2 Farid Ali dan Andi Syamsu Alam. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama. Makassar. 2012
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Mustopadidjaja dalam bukunya “Manajemen Proses Kebijakan Publik :
Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kerja” memberikan pengertian
kebijakan publik sebagai berikut :
“.... Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu keputusan
yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu,
untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan
tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan
pembangunan” 3
Carl Fried-richsebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan
kebijakan sebagai berikut:
“… Kebijakan  sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan
peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu
tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud
tertentu”.4
Oleh karena itu, definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi
tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak
semata-mata menyangkut usulan tindakan.
Anderson sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 18)
mendefinisikan,
3 Mustopadidjaja. Maejemen Proses Kebijakan Publik.  Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. 2003
Halaman 5
44Budi Winarno. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus Cetakan Kedua. CAPS. Jakarta. 2012.
Hal: 17
11
“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud
yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam
mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.5
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurutBudi
Winarnodianggap lebih tepat karena memusatkanperhatian pada apa yang
sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yangdiusulkan atau dimaksudkan.
Selain itu konsep ini juga membedakansecara tegas antara kebijakan (policy)
dengan keputusan (decision) yangmengandung arti pemilihan diantara
berbagai alternatif yang ada.
Menurut E.S Quade, dalam bukunya yang berjudul Public Policy
(2008:425) mengemukakan bahwa :;
“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang
dilakukan untuk dapat memahami secara mendalam berbagai
permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih
baik”.6
Dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn dalam buku yang
berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: edisi kedua (1999:22)
mengemukakan bahwa :
“proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas
intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada
dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan
sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan
sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur
5Ibid. Hal:18
6Riant Nugroho. Public Policy. PT.Alex Media Komputindo. Jakarta. 2008. Hal: 425
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menurut aturan waktu: penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan
penilaian kebijakan”.7
Budi Winarno dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik: teori,
proses, dan studi kasus (2012:35), dalam proses pembuatan kebijakan
publik, tahap-tahap kebijakan yang harus dilakukan, yaitu penyusunan
agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi
kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan
yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun penjelasan
tahap-tahap tersebut, yaitu :
1) Tahap Penyusunan Agenda
Dalam tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat
menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya
masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat
masuk ke dalam agenda kebijakan. Sampai pada akhirnya,
beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus
kebijakan.
2) Tahap Formulasi Kebijakan
Dalam tahap ini, masalah yang masuk ke agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-
masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan
masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari
berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada.
3) Tahap Adopsi Kebijakan
Pada tahap ini, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang
ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirmya salah
satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan
dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur
lembaga atau keputusan peradilan.
7William N Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta. 1999. Hal: 22
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4) Tahap Implementasi Kebijakan
Dalam tahap ini, keputusan program kebijakan yang telah
diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan. Tahap implementasi kebijakan ini akan
ditemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Dalam
tahap ini, akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat
mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.
5) Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau
dievaluasi, untuk meliahat sejauh mana kebiajakan yang dibuat
telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada
dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam
hal ini, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 8
2.2. Tinjauan tentang implementasi kebijakan
Sebuah kebijakan atau perencanaan yang baik akan berperan
menentukan hasil yang baik. Dapat dikatakan kontribusi konsep atau
perencanaan mencapai 20 persen dari keberhasilan. implementasi 60
persen, dan 20 persen sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan
implementasi. Implementasi kebijakan dapat dikatakan krusial dan kita harus
memberikan perhatian pada implementasi kebijakan, Karena masalah-
masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep-konsep perencanaan,
muncul di lapangan. Sehingga, yang menjadi ancaman utama adalah
konsistensi implementasi.
8Budi Winarno. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus Cetakan Kedua. CAPS. Jakarta. 2012.
Hal: 35
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Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, dan
dipandang sebagai bagian atau salah satu tahap dari proses besar
bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.
Pada prinsipnya, Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah
kebijkan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan
publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan
darikebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang
atauPeraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan
kebijakanpublik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan
pelaksanaan.Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara
lain: Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri,
KeputusanKepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho
Dwijowijoto,2004: 158-160).
Lebih jauh Van Meter dan Van Horn ( The policy Implementation
process 1975), seperti dikutip oleh Budi Winarnomengemukakan pengertian
implementasi sebagai berikut :
“ Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu(atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang
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telahditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan
sebelumnya”.9
Dari definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan-tindakan  dalam
implementasi ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan. Yang perlu ditekankan, tahap implementasi tidak akan dimulai
sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau di identifikasikan oleh
keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, impementasi adalah
suatu keharusan yang segera diambil dari langkah-langkah konkriet setelah
keputusan ditetapkan.
a. Teori George C. Edwards II
Dalam pandangan George C. Edwards III yang dikutip oleh Subarsono
dalam bukuAnalisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi,Faktor
pendukung implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Edward
menyarankan untuk memperhatikan empat variabel agar implementasi
kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan
satu sama lain :
9 Ibid Hal: 149
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1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan
kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak
jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari
kelompok sasaran.
2. Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi
kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya
tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia
akan cepat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor
memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi
yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.10
b. TeoriDonald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn
Menurut teoriDonald S. Van Meter dan Carl E. Van Hornyang dikutip
oleh Subarsono dalam buku Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan
10 Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
2005. Hal : 32
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Aplikasi, ada  enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni
:
1. Standard an sasaran kebijakan.
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur
sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kibijakan
kabur, maka akan terjadi multiinterprestasi dan mudah
menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik
sumber daya manusia (human resources) maupun sember daya
non-manusia (non-human resources).
3. Hubungan antar organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu,
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi
keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup
struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang
terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi
implementasi suatu program kebijakan .
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang
dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan;
sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan
dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para
partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat
opini publik  yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik
mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor (sikap para pelaksana atau implementor)
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting,
yakni; (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan
memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b)
kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c)
intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilaiyang
dimiliki oleh implementor.11
11 Ibid. Hal: 37
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c. Teori Merilee S. Grindle (1980)
Keberhasilan implementasi menurut Merille S.Grindle (1980) dipengaruhi
oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.
Variabel isi kebijakan mencakup :
1)  Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups
termuat dalam isi kebijakan.
2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.
3) Sejauh mana perubahan yang diingankan dari sebuah kebijkan.
4) Apakah letak pengambilan keputusan sudah tepat.
5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya
dengan rinci, dan
6) Apakah sebuah kebijkan disukung oleh sumber daya yang
memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :
1) Seberapa besar kekuasaan,kepentingan, dan strategi yang dimiliki
oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
2.3. Tinjauan  tentang Disiplin
Disiplin berasal dari kata Latin “Disciplina” yang berarti latihan atau
pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi
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disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap
pekerjaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa disiplin adalah keadaan
yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada pegawai untuk
berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau
aturan-aturan yang telah ditetapkan.12 (I.G. Wursanto, 1989:108).
Sebagaimana telah dimuat di dalam Bab I Pasal 1 PP No. 53 Tahun
2010,  Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah :
“kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”.13
Disiplin sangat diperlukan baik individu yang bersangkutan maupun
oleh organisasi. Singodimedjo(2002) yang dikutip oleh Edy Sutrisno dalam
buku Manajemen Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa :
“disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan sesorang untuk
mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di
sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat
tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan
menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan
perusahan.14
Bagi Beach (dalam Siagian, 2002), disiplin mempunyai dua pengertian.
Arti yang pertama, melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan
menerapkan imbalan atau hukuman. Arti kedua lebih sempit lagi,  yaitu
12 IG. Wursanto. Manajemen Kepegawaian 2. Kanisius. Surabaya. 1988. Hal 108
13 Peraturan Pemerintah No. 53. Tahun 2010 Bab I Pasal 1
14 Edi Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana Prenada Media Group. Surabaya. 2009.
Hal 86
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disiplin ini hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap pelaku
kesalahan.15
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka
dapatdisimpulkan bahwa disiplin adalah sikap hormat terhadap peraturan dan
ketetapan organisasi, yang ada dalam diri setiap individu dalam organisasi
tersebut, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan  diri dengan sukarela
pada peraturan dan ketetapan organisasi tersebut.
Menurut Singodimedjo (2000) yang dikutip oleh Edy Sutrisno dalam
buku Manajemen Sumber Daya Manusia, faktor yang mempengaruhi disiplin
pegawai adalah:
i. Besar kecilnya pemberian kompensasi;
Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya
disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang
berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang
setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikan bagi
perusahaan.
ii. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan;
Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam
lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu
memperhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan
disiplin dirinya. Para bawahan akan selalu meniru apa yang
dilihatnya setiap hari. Apapun yang dibuat pemimpinnya.
iii. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan;
Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam
perusahaan, bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat
dijadikan pegangan bersama.
iv. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan;
Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu
ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang
sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan
adanya tindakan terhadap pelanggar disiplin, sesuai dengan
15 Ibid. Hal 87
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sanksi yang ada, maka semua karyawan akan merasa
terlindungi, dan dalam hatinya berkanji tidak akan berbuat hal
yang serupa.
v. Ada tidaknya pengawasan pimpinan;
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu
ada pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan agar
dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai
dengan yang telah ditetapkan.
vi. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan;
Seoarng karyawan masih membutuhkan perhatian yang besar
dari pimpinannya sendiri. Pimpinan yang berhasil memberi
perhatian yang besar kepada para karyawan akan dapat
menciptakan disiplin kerja yang baik.
vii. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya
disiplin;
Kebiasaan-kebiasaan positif itu yakni saling menghormati,
melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sering
mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, dan
memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan
sekerja, atau bahkan kepada bawahan sekalipun.16
2.4. Tinjauan tentang Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,
“Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan
sebagainya),17 sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah18, jadi
Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau
Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian dari Pegawai Negeri
yaitu:
16 Ibid. Hal 89
17 Desi Anwar. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal 315
18 Ibid. Hal 289
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“setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ”.19
Jenis Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai
Negeri dibagi menjadi:
1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Negeri yang bukan anggota
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Sehingga dalam penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan
bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Negara.
Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Pasal 2 ayat (1) huruf, a terdiri dari:
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1)
huruf, a Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya
19 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Pasal 2 Ayat (1)
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dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pegawai
Negeri Sipil tersebut bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah
Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi
Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau
dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Sedangkan,
Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah,atau
dipekerjakan diluar instansi induknya.20
2.5. Dasar Hukum dalam penerapan sanksi terhadap Pelanggaran
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai
negeri sipil berisi mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi berupa hukuman
disiplin  bagi pegwai negeri sipil yang tidak melakukan kewajiban serta
melanggar larangan yang telah diatur dalam peraturan tersebut.
Adapun kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 3, Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
berbunyi sebagai berikut :
20 Ibid. Pasal 2 Ayat (1) huruf a
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1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat
PNS;
7. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara;
10.Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11.Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12.Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13.Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
14.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15.Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16.Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier; dan
17.Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang;21
Mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil termuat dalam Pasal 4,
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil yang berbunyi sebagai berikut :
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
21 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 3
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3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak
sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjannya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan member sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10.Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11.Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12.Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakiran Rakyat Daerah dengan cara :
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan  partai atribut
partai atau atribut PNS;
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara;
13.Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
dengn cara :
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
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kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat;
14.Memberikan dukungan kepada calon anggota Dean Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai
peraturan perundang-undangan; dan
15.Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara :
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk  mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjannya, anggota
keluarga, dan masyarakat;22
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman
terhadap pelanggaran disiplin bagi pegawai negeri sipil yang tidak melakukan
kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang, dianggap telah
melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dan harus mendapatkan
sanksi melalui hukuman disiplin sesuai dengan tingkat
kesalahannyaberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
22 Ibid. Pasal 4
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Penerapan peraturan pemerintah terhadap pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh pegawai negeri sipil secara umum diberlakukannya sanksi
ataupun hukuman.
I.G. Wursanto dalam bukunya “Manajemen Kepegawaian 2” (1989:108),
beberapa pengertian yang berhubungan dengan peraturan disiplin Pegawai
Negeri Sipil antara lain:
a) Peraturan Disiplin
Peraturan disiplin pegawai negeri mengatur kewajiban,
larangan, dan sanksi apabila Pegawai Negeri Sipil tidak
menjalankan kewajiban atau melanggar peraturan.
b) Pelanggaran Disiplin
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau,
perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja.
c) Hukuman Disiplin
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.23
Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 53 Tahun 2010 Pasal 7, .
Tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut :
1. Tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang;
c. hukuman disiplin berat;
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
3. Jenis hukuman  disiplin sedang terdiri dari :
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
23 IG. Wursanto. Manajemen Kepegawaian 2. Kanisius. Surabaya. 1988. Hal 108
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b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS;
e. pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.24
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010  tentang disiplin pegawai
negeri sipil merupakan pedoman ataupun peraturan kedisiplinan yang
dijadikan landasan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil. Dasar
hukum ataupun peraturan-peraturan pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri
Sipil tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan Pegawai Negeri Sipil
agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Adapun Surat Edaran Pelaksanaan Apel Pagi/Sore:  800/1510/ortata
yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
sebagai pedoman dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan apel pagi/sore
sebagai wujud dari peningkatan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
24 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 7
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2.6. Pejabat yang berwenang untuk memberikan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sebagaimana
diatur dalam Pasal 15. Dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut:
1. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin :
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c ke atas.
c. Pembebasan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil yang
memangku jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentian berada di tangan
Presiden.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Pegawai Negeri Sipil
Pusat di lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada
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Pelaksana BPK adalah Sekretaris Jendral, kecuali jenis hukuman
disiplin:
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina
Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan serta pemberhentian berada di tangan
Presiden.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk semua
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali
jenis hukuman disiplin:
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai  Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina
Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di
tangan Presiden.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota, untuk
semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkunganmasing-masing,
kecuali jenis hukuman disiplin:
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a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke
atas atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan
yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di
tangan Presiden.
5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi Pegawai
Negeri Sipil Republik Indonesia yang dipekerjakan pada Perwakilan
Repubik Indonesia diluar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan
pada Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar
negeri , sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin berupa:
a. Teguran Lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
d. Pembebasan dari jabatan25
2.7Pemanggilan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tata cara
pemanggilan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
25 Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003
32
1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil
secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan
pemeriksaan.
2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan
diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya
yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka
pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman
disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa
dilakukan pemeriksan.26
Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 24, yaitu :
1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung
wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita
acara pemeriksaan.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman
disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan
langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut
wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara
pemeriksaan.27
26 Op.Cit. Pasal 23
27 Ibid. Pasal 24
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Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure
kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang
ditunjuk.28
Pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang
menghukum. Untuk mempercepat proses pemeriksaan, maka pejabat yang
berwenang dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan
itu dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan
pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah
dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
28 Ibid. Pasal 25
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2.7. Kerangka Konsep
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
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Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan yaitu :
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.
- Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan.
3.2Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskrptif kualitatif yaitu
suatu tipe penelitian yang memberi gambaran, pemahaman dan
penjelasan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Peraturan
Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauanmelalui




Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengamatan
secara langsung serta mengadakan wawancara dengan pihak-
pihak yang berkompeten.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di
peroleh dari Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan atau instansi terkait, maupun aturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No.
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.4Teknik Pengumpulan Data
3.4.1 Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
3.4.2 Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.
3.4.3 Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara
mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti
buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang
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dan media informasi lain yang erat kaitannya dengan penelitian
yang akan dilaksanakan.
3.4.4 Penelusuran data On-line
3.4.5 Data yang diperoleh dengan cara mengakses internet, untuk
memperoleh data yang dapat menunjang dan berkenaan dengan
penelitian yang akan dilaksanakan.
3.5Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang
mempunyai pemahaman atau pelaku yang terlibat langsung dengan
permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih karena
paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam implementasi
kebijakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive
sampling, yaitu teknik penarikan sample secara subjektif dengan
maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan
yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi
penelitian yang akan dilakukan.Adapun yang menjadi menjadi
informan pada penelitian ini adalah
- Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja





 Kepala Sub Bagian
 Kepala Seksi
 Staf
- Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.
3.6AnalisisData
Dalam menganalisis data yang diperoleh, baik data primer
maupun data sekunder. Peneliti akan menggunakan teknik deskriptif
kualitatif. yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam
bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang
diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan,
untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.
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3.7DefinisiOprasional
Definisi Oprasional bertujuan untuk memberikan acuan atau
suatu pemahaman terhadap pelaksanaan penelitian agar memberikan
kemudahan dalam mencapai tujuan penelitian ini antara lain :
3.7.1 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil berisi mengenai kewajiban, larangan,
dan sanksi berupa hukuman disiplin bagi Pegwai Negeri
Sipil yang tidak melakukan kewajiban serta melanggar
larangan yang telah diatur dalam peraturan tersebut.
3.7.2 Penerapan peraturan pemerintah terhadap pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil secara
umum diberlakukannya sanksi ataupun hukuman.
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010,
Pegawai Negeri Sipil yang dianggap telah melakukan
pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil harus
mendapatkan sanksi melalui hukuman disiplin sesuai
dengan tingkat kesalahannya.
3.7.3 Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Tingkat dan jenis hukuman disiplin
adalah sebagai berikut :
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a. Tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari :
- hukuman disiplin ringan;
- hukuman disiplin sedang;
- hukuman disiplin berat;
b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan
- pernyataan tidak puas secara tertulis;
c. Jenis hukuman  disiplin sedang terdiri dari :
- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun;
- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
dan
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.
d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;
- pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;
- pembebasan dari jabatan;
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- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS;
- pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
3.7.4 Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap
pelanggaran disiplin diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.7.5 Pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(2). Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan pejabat
lain untuk melakukan pemeriksaan itu dengan ketentuan
bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan
itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih
rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
3.7.6 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan adalah perangkat daerah dalam lingkup
pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Dan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan
Badan Kepegawaian dan Diklat DaerahKabupaten
Pangkajene dan Kepulauan adalah perangkat daerah yang
bertugas melakukan pemeriksaan danmemberikan sanksi
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atas penjatuhan hukuman disiplinkepada Pegawai Negeri
Sipil apabila melakukan pelanggaran disiplin.
3.7.7 Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, yaitu hal-
hal yang dapat mendukung atau menghambat tercapainya
tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan





4.1. Profil Daerah Penelitian
Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) Provinsi Sulawesi
Selatan dikenal dengan julukan kabupaten “Tiga Dimensi”. Kabupaten
Pangkep merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang
mempunyai keragaman dimensi wilayah, wilayah daratan, pegunungan dan
kepulauan.  Menjadikan kabupaten ini mempunyai cakupan yang sangat luas
dan terbentang dari perairan hingga ke pegunungan.
4.1.1. Letak Geografis
Kabupaten Pangkep terletak antara 110  derajat BT dan 4
derajat,40 LS sampai dengan 8 derajat 00 LS atau terletak di pantai
Barat Sulawesi Selatan.
4.1.2. Batas Wialayah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan pulau Kalimantan, Pulau
Jawa, Madura, NTT, NTB dan Bali
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4.1.3. Luas Wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13
kecamatan, 9 kecamatan terletak di daratan dan 4 kecamatan
terletak di kepulauan, dengan luas wilayah 1.112,29 Km2 dan
berjarak 51 km dari kota Makassar, ibukota propinsi Sulawesi
Selatan.
4.1.4. Kependudukan
Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
pada tahun 2013 sekitar 367.371 jiwa dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan, dengan penyebarannya dapat
dilihat pada table 4.1 sebagai berikut :
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Jumlah KK di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan berdasarkan Kecamatan
No K  e  c  a  m  a  t  a  n JumlahPenduduk (jiwa) Jumlah KK (jiwa)
1. Liukang Tangayya 18.209 4.758
2. Liukang Kalmas 14.352 3.702
3. Liukang Tupabiring 18.235 4.514
4. Liukang Tupabiring Utara 14.249 3.645
5. Pangkajene 48.655 12.680
6. Minasa Tene 36.372 9.511
7. Balocci 17.483 4.738
8. Tondong Tallasa 10.189 2.967
9. Bungoro 43.844 12.082
10. Labakkang 52.788 14.601
11. Ma’rang 36.626 10.007
12. Segeri 26.243 6.832
13. Mandalle 15.944 4.362
Total 353.189 94.399
Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
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4.1.5 Sarana
Dari data yang diperoleh penulis dari lapangan menunjjukan
terdapat 15 warung kopi yang terdapat di wilayah ibukota Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, yang biasanya digunakan sebagai tempat
bersantai oleh pegawai negeri sipil meski pada saat jam kerja.
4.2. Visi, Misi dan Gambar Umum Pemerintahan
4.2.1. Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Visi Pembangunan Pangkep  tahun 2010-2015
“Pangkep Sebagai Penghasil Produk Pertanian,
Perkebunan, Perikanan dan Kelautan Terbesar di Indonesia
tahun 2015”
Misi yang diemban untuk mensejahterakan masyarakat
Kabupaten Pangkep, ditetapkan 5 (lima) pilar pembangunan
sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu SDM
b. Peningkatan produktifitas dan daya saing produk dan
pengembangan kawasan  strategis cepat tumbuh
c. Membangun infrastruktur pendukung sektor ekonomi dan
sosial
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d. Memperluas akses pasar domestik, internasional dan
jaringan partnership
e. Peningkatan pelayanan dan mempercepat terciptanya
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
4.2.2. Pemerintahan
Tabel 4.2
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan
No K  e  c  a  m  a  t  a  n Desa/Kelurahan
1. Liukang Tangayya 9
2. Liukang Kalmas 7
3. Liukang Tupabiring 9
4. Liukang Tupabiring Utara 7
5. Pangkajene 9
6. Minasa Tene 8
7. Balocci 5







Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
a. Pegawai Negeri
Kemudian berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup
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Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun
2012 :
Golongan I/a = 11
Golongan I/b = 7
Golongan I/c = 60
Golongan I/d = 30
Golongan II/a = 473
Golongan II/b = 586
Golongan II/c = 619
Golongan II/d = 293
Golongan III/a = 1.063
Golongan III/b = 1.012
Golongan III/c = 589
Golongan III/d = 619
Golongan IV/a = 1.689
Golongan IV/b = 143
Golongan IV/c = 31
Golongan IV/d = 1
Total : 7.226 orang
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Gammbar 4.1 Peta Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkep
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Gambar 4.2 Peta Wilayah Daratan Kabupaten Pangkep
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4.3. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan adalah suatu badan instansi Pemerintah yang berada di
daerah (Kabupaten) yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan
mempunyai Visi dan Misi, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Sumber Daya Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja sebagai berikut :
4.3.1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode Bupati terpilih dengan kata lain
adalah gambaran umum mengenai arah pembangunan guna
mencapai kondisi  masa yang akan dating yang ingin dicapai oleh
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui pelaksanaan tugas dan
fungsi yang diemban dalam tenggang waktu lima tahun kedepan.
Adapun Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan 2011-2015 sebagai berikut :
“Terbaik Dalam Pelayanan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial”
Sedangkan Misi adalah :
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Penjabaran yang ingin dicapai secara rill dan visi tersebut
untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditetapkan Misi sebagai
berikut :
1. Mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil
kesenjangan sosial;
2. meningkatkan mutu dan profesionalisme aparatur pelayanan
sosial;
3. memantapkan manajemen pelayanan sosial terus menerus
dan mengkoordinasikan dengan sektor-sektor lain;
4. mengembangkan prakarsa dan peranan masyarakat
4.3.2. Tugas Pokok
Tugas pokok Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan kepulauan adalah melaksanakan sebagai
kewenangan/urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi
dan tugas pembantuan di bidang sosial  dan tenaga kerja  yang
menjadi tanggung jawab  dan kewenangannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.3.3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan mempunyai fungsi sebagai berikut :
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1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial dan
tenaga kerja;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugas dan kewenangannya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
dan peralatan;
5. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD)
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4.3.4. Struktur Organisasidan uraian tugas poko fungsidan tata kerja
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan
kepulauan No. 26 Tahun 2008 Struktur UraianTugas Pokok
fungsi dan tata kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja




a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dipimpin oleh seorang seorang Kepala Sub
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan
surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan
administrasi kepegawaian.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,
mempunyai tugas melaksanakan dan mengumpulkan
bahan, mengolah data dalam rangka penyusunan
program dan pelaporan.
c. Sub Bagian Keuangan
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan, dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijaksanaan teknis pengelolaan
anggaran.
III. Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan
kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan,
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membina, mengawasi dan melaksanakan evaluasi di
bidang Penanggulangan Kemiskinan.
a. Seksi Pembinaan Keluarga Miskin
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan
Kemiskinan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, merencanakan melaksanakan
bimbingan dan motivasi sosial serta latihan-latihan
keterampilan, bimbingan lanjut, stimulan serta
membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
pelayanan dan fasilitasi bantuan modal kerja (paket)
terhadap keluarga miskin, monitoring dan evaluasi
kegiatan;
b. Seksi Pemberantasan Keluarga Miskin
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan
Kemiskinan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, penyusunan rencana strategis,
pelaksanaan program dan kegiatan, serta  monitoring
dan evaluasi kegiatan;
c. Seksi Pendataan Keluarga Miskin
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Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan
Kemiskinan dalam melaksanakan pengumpulan data,
mengolah dan menganalisis data keluarga miskin dan
evaluasi kegiatan.
IV. Bidang Rehabilitasi Sosial
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
dalam menetapkan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, menyusun rencana, membina, mengawasi,
menyelenggarakan pemulihan, latihan dan
pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat,
tuna social, penyandang masalah khusus dan
penyandang masalah ganda, serta evaluasi di bidang
Rehabilitasi Sosial.
a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan
bimbingan, menyiapkan data dan informasi,
melakukan pemulihan dan pelatihan serta
pengembangan fungsi sosial penyandang cacat,
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memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dibidang
Rehabilitasi Penyandang Cacat.
b. Seksi Rehabilitasi Khusus
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dalam merencanakan,  melaksanakan bimbingan dan
motivasi sosial serta pengembangan dan pemberian
keterampilan bagi Warga Binaan Sosial, serta
memberikan bimbingan lanjut warga binaan sosial,
memberikan stimulan dan memfasilitasi pembentukan
kelompok usaha bersama,  menyiapkan data dan
informasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan
dibidang Rehabilitasi Khusus.
c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan
bimbingan, menyiapkan data dan informasi,
melakukan pemulihan dan pelatihan serta
pengembangan fungsi sosial bagi Wanita Tuna
Susila, Ex Narapidana, Ex Penyakit Kronis dan
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Gelandangan, memonitoring dan mengevaluasi
kegiatan dibidang Rehabilitasi Tuna Sosial.
V. Bidang Kesetiakawanan Sosial
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
dalam menetapkan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan,
membina, memberikan bimbingan teknis, mengawasi
dan melaksanakan evaluasi di bidang Kesetiakawanan
Sosial.
a. Seksi Penanggulangan Bencana Alam/Sosial
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Kesetiakawanan
Sosial dalam menyiapkan bahan dan mengumpulkan
data, memberikan izin dan mengendalikan serta
mengawasi pengumpulan uang atau barang untuk
korban bencana, melaksanakan penyuluhan dan
bimbingan kesadaran masyarakat dalam usaha
pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam/kebakaran, serta evaluasi
kegiatan.
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b. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Kesetiakawanan
Sosial dalam menyiapkan bahan, menginventarisasi
dan mengumpulkan data, melaksanakan bimbingan
dan sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial,
dan evaluasi di bidangpelestarian nilai
kepahlawanan/kejuangan.
c. Seksi Bantuan Sosial
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Kesetiakawanan
Sosial dalam menyiapkan bahan, menginventarisasi
dan mengumpulkan data, dan melaksanakan
pemberian bantuan sosial, monitoring, bimbingan,
supervisi, konsultasi, dan evaluasi di bidangbantuan
sosial.
VI. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
dalam melaksanakan kebijakan, menyusun rencana,
menyelenggarakan, membina, mengawasi,
59
merekomendasikan dan memberikan perizinan, serta
melaksanakan evaluasi di bidang pemberdayaan tenaga
kerja.
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Tenaga Kerja dalam menyiapkan bahan perumusan
dan penetapan, melaksanakan bimbingan,
pembinaan, pengawasan di bidang penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dan
merekomendasikan, memberikan, memantau dan
mengawasi perizinan usaha penempatan tenaga
kerja, menyusun statistik dan informasi
ketenakerjaan, pembinaan dan pencatatan pencari
kerja serta evaluasi kegiatan.
b. Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Tenaga Kerja dalam melaksanakan pembinaan,
bimbingan, pelaksanaan di bidang penyediaan dan
penggunaan tenaga kerja, dan memberikan,
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memantau dan mengawasi perizinan usaha
penyediaan tenaga kerja dan evaluasi kegiatan.
c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Tenaga Kerja dalam melaksanakan pembinaan,
bimbingan, pelaksanaan di bidang pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja, dan memberikan,
memantau dan mengawasi perizinan usaha pelatihan
kerja dan evaluasi kegiatan.
VII. Bidang Pembinaan Industri dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
dalam menyusun program dan rencana, melaksanakan
kebijakan, menyelenggarakan, membina, memfasilitasi,
mengawasi, memberikan perizinan dan melaksanakan
evaluasi di bidang pembinaan hubungan industrial dan
pengawasan ketenagakerjaan.
a. Seksi Hubungan Industrial
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan
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Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan,
bimbingan, pelaksanaan di bidang Hubungan
Industrial, memfasilitasi, menyusun bahan penetapan
upah minimum daerah, dan evaluasi kegiatan.
b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam melaksanakan bimbingan,
pembinaan, pengawasan di bidang pengawasan
ketenagakerjaandan evaluasi kegiatan.
c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam melaksanakan bimbingan,
pembinaan di bidang jaminan sosial tenaga kerjadan
evaluasi kegiatan.
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4.3.5. Sumber Daya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kemajuan dan kualitas kerja suatu organisasi dalam menjalankan
tugas dan fungsi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia,
dimana sumber daya manusia/aparatur merupakan unsur penting
penggerak roda organisasi serta merupakan faktor internal yang
berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.
Dilihat dari aspek kuantitas jumlah sumber daya aparatur yang
dimiliki Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah cukup memadai
dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
namun aspek dari kualitas yakni dengan menggunakan tolak ukur
kualitas yang dilihat dari pendidikan dan dengan
mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam
menangani tugasnya, maka kualitas aparatur Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja masih kurang memadai  dan perlu ditingkatkan
jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja sesuai data  Kabag Umum dan Kepegawaian
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai beriku :
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Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
No. Pendidikan Jumlah Satuan
1 S2 4 Orang
2 S1 20 Orang
3 D III 1 Orang
4 D II 1 Orang
5 SLTA 10 Orang
6 SLTP - -
7 SD 1 Orang
Jumlah 37 Orang
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4.4. Gambaran umum Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan
Kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
adalah suatu badan instansi Pemerintah yang berada di daerah
(Kabupeten) yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang
mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati
untuk menyelenggarakan Pemerintahan khususnya  dibidang
pengawasan.
Inspektorat Daerah ini dipimpin oleh seorang inspektur, didalam
menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal, maka
inspektur Kabupaten dibantu oleh 4 (empat) inspektur pembantu, yakni
inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, inspektur
pembantu wilayah III, inspektur pembantu wilayah IV, Inspektorat
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Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri bertempat di jalan H.M.
Arsyad B, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.
4.4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
a. Visi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Menurunkan Tingkat Kebocoran, Penyimpangan dan
Penyelewengan.
b. Misi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Untuk mewujudkan visi, maka Inspektorat Kab. Pangkep
merumuskan misi sebagai berikut
1. Peningkatan mutu dan kualitas SDM aparatur pengawasan
melalui workshop, bimtek, pendidikan dan penjenjangan
Auditor pengawasan, agar dalam melaksanakan tugasnya
proporsional dan lebih profesional untuk membangun
kebijakan pembinaan yang komprehensif dan integratif dan
berbasis pada kompetensi dan kinerja.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif dan
proaktif dari seluruh aspek yang menjadi obyek pengawasan
pembangunan, pemerintahan, dan pembinaan
kemasyarakatan
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3. Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan,
baik yang sifatnya fisik maupun nonfisik, agar lebih dini
mencegah terjadinya penyimpangan.
4. Memperbanyak komunikasi dan informasi baik melalui media
elektronik maupun media cetak, serta organisasi
kemasyarakatan lainnya, dalam rangka mencegah dan
mengantisipasi terjadinyakebocoran-kebocoran,
penyimpangan, dan penyelewengan.
4.4.2. Sumber Daya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  faktor
penting  dalam  mencapai  tujuan organisasi. Sejalan  dengan
berkembangnya  organisasi  dan  beban  tugas  Inspektorat
Kab. Pangkep yang  terus  meningkat, jumlah SDM yang ada
saat ini  dirasakan masih terbatas, terutama SDM dalam jabatan
fungsional tertentu, baik Auditor maupun Pegawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. Jumlah
Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Pangkep sampai
dengan Desember 2014 sebanyak 40 orang dengan klasifikasi
sebagai berikut
Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kab.Pangkep dalam
menjalankan tugas dan fungsinya memiliki jenjang pendidikan
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terdiri dari SLTA, S1, dan S2 dengan berbagai macam disipiln
ilmu diantaranya Ilmu Hukum, Administrasi, Teknik, Pertanian,
dan Ekonomi. Sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari









1 2 3 4 5 6
1 I 1 - 1
2 II 1 2 3
3 III 16 11 27
4 IV 7 1 8
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 4.5





1 2 3 4 5 6
1 S3 - - -
2 S2 5 - 5
3 S1 17 11 28
4 DIII - - -
5 SLTA 2 3 5
6 SLTP 1 - 1
7 SD - - -
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
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Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja
Inspektorat Kab. Pangkep terdapat Jabatan Struktural terdiri dari :
1) Jabatan struktural eselon II b
2) Jabatan struktural eselon III a
3) Jabatan struktural eselon IV a
Tabel 4.6





1 2 3 4 5 6
1 I - - -
2 II 1 - 1
3 III 5 - 5
4 IV 1 2 3
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
4.4.3. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan
Tugas Pokok dan Fungsi untuk jabatan structural secara
lengkap dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kab.
Pangkep sebagai berikut  :
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1. Inspektur Kabupaten, dipimpin oleh seorang Inspektur
Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa dengan fungsi :
1) Perencanaan program pengawasan yang menjadi
tanggung jawabnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang
menjadi tanggung jawabnya
3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan
4) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan
5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan
desa
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai tugas  dan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai
tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada
semua unsur di lingkup Inspektorat Kabupaten. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut maka Sekretaris
Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :
1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana
dan program kerja pengawasan
2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan
laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional
daerah
3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional
4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian
data dalam rangka penatausahaan proses penanganan
pengaduan
5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat
menyurat dan rumah tangga
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan kepegawaian
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
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menyurat, pengarsipan, perlengkapan dan
administrasi kepegawaian.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
dan pengendalian rencana/program kerja
pengawasan, menghimpun dan menyiapkan
rancangan peraturan perundang-undangan,
dokumentasi dan pengolahan data pengawasan,
menghimpun, menilai dan menyimpan laporan
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional
dan melakukan administrasi pengaduan
masyarakat serta menyusun laporan kegiatan
pengawasan.
c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan  dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, yang  mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijaksanaan teknis pengelolaan anggaran.
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3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
a. Inspektur Pembantu Wilayah I
Dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu,
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus
pengaduan di wilyah kerjanya.
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
a) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
b) Pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah
kerjanya
c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di wilayah kerjanya
d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan di wilayah kerjanya
b. Inspektur Pembantu Wilayah II
Dipimpin oleh seorang inspektur pembantu,
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus
pengaduan di wilyah kerjanya.
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
a) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
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b) Pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah
kerjanya
c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di wilayah kerjanya
d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan di wilayah kerjanya
c. Inspektur Pembantu Wilayah III
Dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu,
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus
pengaduan di wilyah kerjanya.
Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
a) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
b) Pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah
kerjanya
c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di wilayah kerjanya
d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan di wilayah kerjanya
d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
Dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu,
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
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pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus
pengaduan di wilyah kerjanya.
Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
a) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
b) Pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah
kerjanya
c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di wilayah kerjanya
d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan di wilayah kerjanya
4.4.4. Pembagian Wilayah Kerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan
1. Inspektur pembantu wilayah pada Inspektorat Kabupaten
membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan
pada satuan kerja perangkat daerah serta wilayah
kecamatan, desa, dan kelurahan.
2. Pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
jumlah SKPD dan jumlah kecamatan yang menjadi dasar
penetapan wilayah kerja 4 (empat) inspektur pembantu
wilayah.
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3. Inspektur pembantu wilayah I membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah pada SKPD yaitu : Sekretariat
Daerah, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas
Pemukiman dan Kebersihan, Dinas Koprasi, Perindustrian
dam Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Bappeda, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah,
Perusahaan Daerah serta pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan pada wilayah Kecamatan
Pangkajene dan Kepulauan.
4. Inspektur pembantu wilayah II membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah pada SKPD yaitu : Dinas Kesehatan,
Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum
Daerah, Bank Perkreditan Rakyat serta pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah pada wilayah
Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang dan
Kecamatan Tondong Tallasa.
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5. Inspektur pembantu wilayah III membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah pada SKPD yaitu : Sekretariat DPRD,
Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Dinas Tanaman
Pangan dan Peternakan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, dan
Kantor Polisi Pamong Praja, serta pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan pada wilayah
Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan
Mandalle.
6. Inspektur pembantu wilayah IV membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah pada SKPD yaitu : Dunas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Bencana, Kantor Pelayanan Terpadu dan
PDAM serta pembinaan dan penyelenggaraan
Pemerintahan pada wilayah Kecamatan Liukang
Tupabbiring, Kecamatan Liukang Kalmas, dan Kecamatan
Liukang Tangaya.
77
4.5. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan adalah suatu badan instansi Pemerintah yang berada di
daerah (Kabupaten) yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan
mempunyai Visi dan Misi, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi,
Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Pangkajene sebagai berikut :
4.5.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya. Visi
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pangkajene
dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Menjadi Institusi yang Maju dalam  Pengelolaan Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Derah dengan berbasis SAPK”
Makna pokok yang terkandung dalam Visi Badan
Kepegawaian dan Diklat diatas adalah :
1. Maju, secara harfiah mengandung makna kompetensi
sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan
pelaksanaan tugas secara profesional.
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2. Pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah,
adanya pengelolaan kepegawaian yang berbasis SAPK dan
professional merupakan suatu syarat mutlak untuk mencapai
sasaran.
Sedangkan Misi merupakan implementasi dari Visi yang
memuat pernyatan tujuan organisasi dalam bentuk produk dan
pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita dimasa
mendatang.
Dengan Pernyataan Misi yang ditetapkan ini dapat
diharapkan seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan
dapat mengenal Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan mengetahui alas an
keberadaan serta peranannya lebih jauh.
Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
2. Meningkatkan standarisasi Kompetensi dalam pembinaan
dan pengembangan karier Sumber Daya Manusia Aparatur.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen Pegawai
Negeri Sipil dengan dukungan SAPK.
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4.5.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan No. 32 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bahwa Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian
dan diklat yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan
kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana di atas,
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan
Diklat Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian
dan Diklat Daerah;
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d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan No. 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 9), maka susunan organisasi BKDD
adalah :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
d. Bidang Diklat Aparatur, membawahi :
1. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural;
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2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
e. Bidang data dan Informasi Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Pengelolahan Data Kepegawaian;
2. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahi :
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
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4.6. Penerapan Hukuman disiplin berdasarkan PP No.53 Tahun 2010
terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil
Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai
negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka akan dijatuhi
hukuman disiplin. Oleh karena itu, hukuman disiplin sangat penting
diterapkan kepada pegawai yang melanggar aturan disiplin dengan
tujuan untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 53 Tahun 2010 Pasal 7,
Tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut :
1) Tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang;
c. hukuman disiplin berat;
2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
3) Jenis hukuman  disiplin sedang terdiri dari :
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a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS.
Adapun data Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi sanksi atau
hukuman disiplin di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel 4.7 :
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Tabel 4.7
Data PNS yang dijatuhi hukuman disiplin di Dinas Sosial dan Tenaga



























- - - - - - -
Jumlah 4 1 1 2
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 jumlah
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan yaitu berupa teguran lisan
dan tertulis oleh pejabat berwenang dalam hal ini atasan langsung
adalah sebanyak 1 orang dan teguran lisan tahun 2014 sebanyak 2
orang, dengan jumlah keseluruhan 3 orang dikarenakan absen pada
jam kerja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sedangkan untuk
hukuman disiplin sedang pada tahun 2009 berupa penurunan pangkat
satu tingkat lebih rendah karena melakukan penyalahgunaan
wewenang dalam hal penyelewengan uang duka, dan untuk hukuman
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disiplin berat pada tahun 2009 hingga 2014 tidak ada PNS yang
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Akan tetapi dari data dan
informasi yang didaptkan oleh penulis, terdapat salah satu pegawai
negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang tidak hadir pada
jam kerja dalam jangka waktu yang lama dan tanpa pemberitahuan
yang jelas. Dan seharusnya dikenakan hukuman disiplin berat namun
kehadiran pegawai tersebut tetap terisi dalam daftar hadir pegawai
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sehingga, Inspektorat tidak dapat
menindak lanjuti kasus tersebut dikarenakan daftar hadir pegawai
negeri sipil yang dijadikan sebagai bukti administrasi yang menunjukan
bahwa pegawai tersebut tidak melakukan pelanggaran.
Berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman disiplin,
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai
negeri sipil merupakan pedoman ataupun peraturan kedisiplinan yang
dijadikan landasan penegak hukum disiplin pegawai negeri sipil di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan. Sehingga, penerapan hukuman terhadap pelanggaran
disiplin pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :
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a. Pelanggaran disiplin terhadap kewajiban
1. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Salah satu hal terpenting dalam penegakan aturan disiplin
pegawai adalah disiplin terhadap jam kerja. Disiplin terhadap jam
kerja yang dimaksud adalah masuk kerja dan pulang sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan. Salah satu upaya Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, yakni diberlakukannya ketentuan jam kerja sebagai
berikut:
 Hari Senin : Upacara Bendera Jam 07.30 Wita
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 Wita
: Apel SoreJam 16.00 Wita
 Hari Selasa s/d Kamis : Apel PagiJam 07.30 Wita
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 Wita
: Apel SoreJam 16.00 Wita
 Hari Jum’at : Apel PagiJam 07.30 Wita
Istirahat : Jam 11.00 – 13.30 Wita
: Apel Sore Jam 16.30 Wita
Pada saat melakukan observasi yaitu dengan  melakukan
pengamatan secara langsung, sangat jelas terlihat bahwa ada
beberapa pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
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Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masih kurang menaati
jam kerja yang telah ditentukan. Ada beberapa pegawai negeri sipil
yang masuk kerja mulai pada pukul 08.30, 09.00, bahkan hingga
pukul 10.00. Selain datang terlambat, terlihat juga pegawai yang
pulang sebelum jam kerja yang telah ditentukan. Bahkan ada
pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan yang tidak pernah masuk kerja tanpa keterangan
yang jelas.
Penerapan Hukuman berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010
dalam Pasal 8 yakni hukuman disiplin ringan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pada angka 9 yaitu, masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3
angka 11 berupa:
a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10
(sepuluh) hari kerja; dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas
)sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
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Dalam Pasal 9 yakni hukuman disiplin sedang  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pada angka 11 yaitu masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 11 berupa:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari keja;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun bagi
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari
kerja; dan
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga
puluh) hari kerja;
Dalam Pasal 10 yakni hukuman disiplin berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pada angka 9
yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
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sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga
puluh lima) hari keja;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural
atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40
(empat puluh) hari kerja;
c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki
jabatan struktural atau fungsioanal tertentu yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh
satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat
puluh enam) hari kerja atau lebih;
Tabel 4.8
Presentase Kehadiran PNS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014
Tahun
%  Pegawai dalam Pengisian Daftar Hadir
Tahun
























Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja













Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kehadiran
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2014 sekitar
97,2%- 99,8%. Namun, pada saat melakukan penelitian di
Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan, dengan melakukan observasi secara langsung
dan melihat absen secara kasat mata, jika dihubungkan dengan
kehadiran pegawai yang berada di kantor tersebut saya rasa
absen itu hanya sebatas formalitas sebagai suatu bukti bahwa
Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah mengikuti aturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan sudah bisa dikatakan Pegawai Negeri
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Sipil yang disiplin terhadap aturan. Sementara, dengan
melakukan pengamatan secara langsung Pegawai di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan ada yang jarang datang ke kantor, namun tetap terisi
di absen kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
Hal tersebut di ungkapkan pula oleh Sekretaris yang saat
ini merangkap jabatan menjadi Kepala Dinas (Pelaksana
Tugas) di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yaitu Bapak H. Muhammad Saing,
S.Pd. MM sebagai salah satu informan menyatakan :
“Gambaran umum pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja mengenai kedisiplinan jam kerja itu masih kurang, ada
beberapa pegawai masih ada yang sering terlambat masuk
kerja begitupun dengan pulang kerja ada yang cepat pulang
sebelum jamnya. Bahkan ada pegawai yang malas datang ke
kantor. Sebagai Sekretaris dan merangkap jabatan sebagai
Kepala Dinas (pelaksana tugas) di Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan
aturan yang telah disepakati yaitu berdasarkan PP No. 53
Tahun 2010. Saya sudah memberikan penjatuhan hukuman
berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Dan pada saat itu
pegawai tersebut berjanji sudah ingin memperbaiki dalam hal ini
tidak mengulangi kesalahannya dan lebih rajin lagi datang ke
kantor.” (hasil wawancara pada 15 Januari 2015)
Selanjutnya, Ibu Suriani Suddin, S. Sos selaku kepala
subag Umum dan Kepegawaian juga menyatakan bahwa :
“Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
bisa dikatakan kurang disiplin waktu kerjanya. Ada beberapa
pegawai terlambat datang ke kantor dan pulang sebelum
waktunya. Kalau pegawai yang malas dan jarang hadir ada juga
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beberapa. Kebijakan pimpinan dalam menyikapi hal tersebut,
tidak keluar dari prosedur itu. Sesuai dengan aturan dalam
menerapkan hukuman atau sanksi kepada pegawai yang
kurang disiplin waktu kerja dan tingkat kehadiranya. Hukuman
sanksi yang biasanya diberikan kepada pegawai di  Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja itu antara lain teguran lisan dan
tertulis”. (hasil wawancara pada 22 januari 2015)
Penerapan Hukuman untuk Pegawai Negeri Sipil yang
masih kurang disiplin terhadap jam kerja juga dinyatakan oleh
Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja Bapak Drs. Asrul Asiking yang juga menjadi informan
dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa :
“penerapan hukumannya itu berjenjang, misalnya ada
staf yang kurang disiplin berarti kepala bidangnya yang diluan
menegur, kalau tertulis langsung kepala dinas. Kebijakan yang
dikeluarkan itu paling teguran lisan, kalau sudah mencapai
batas waktunya itu sudah tertulis. Dan pernah diterapkan di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini, ada staf dibagian Sekretaris
dia sudah pernah ditegur lisan dan tertulis, bahkan 1 bulan dia
tidak hadir malah. Dan koordinasinya itu jika tertulis di
tembuskan ke Inspektorat. Kalau dibagian saya disini
penerapan hukuman disiplin pegawai paling teguran lisan. Dan
kepala bidangnya juga sih pernah di tegur, karena beliau juga
sering tidak datang”. (hasil wawancara pada 19 Januari 2015)
Selanjutnya dalam wawancara dengan salah seorang
pegawai di bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja bapak
Drs.Asdar menyatakan :
“prosedur pemberian hukuman/sanksi di Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja hanya sampai pada tingkat teguran lisan dan
tertulis. Namun, penerapan pemberian hukuman/sanksi bagi
pegawai yang melanggar sampai saat ini hasilnya belum
optimal padahal masih saja melanggar  meskipun sudah diberi
teguran”. (hasil  wawancara 19 januari 2015)
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu
pegawai di Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja ibu Vivi
Indriani, SST yang menyatakan bahwa :
“pemberian hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum berjalan secara
maksimal. Penerapan aturan disiplinnya belum terlalu
diterapkan.  Aturan disiplin itu sangat baik, namun
pelaksanaannya yang kurang dipahami ditambah lagi
penegakan (oknum) mengenai pemberian hukuman/sanksi
yang masih kurang.” (hasil wawancara 19 Januari 2015)
Hal ini diutarakan juga oleh Kasi  Penyedia dan
Pengguna Tenaga Kerja bapak Andi Mekka Tahir, S. Sos  yang
menyatakan :
“….saya sudah pernah mendapatkan hukuman/sanksi
berupa teguran lisan. Setelah mendapatkan hukuman/sanksi
hal yang saya lakukan Intropeksi diri, meminta agar melakukan
yang lebih baik lagi ke depan dan komitmen dengan aturan.
Tapi saya rasa penerapan hukumannya ini sudah berjalan
namun belum terlalu maksimal dalam implementasi penegakan
aturannya, pegawai harus diperlakukan sama jika memang
pegawai melanggar harus ada penjatuhan hukuman yang
tegas. ” (hasil wawancara 22 Januari 2015)
Menyangkut soal penerapan hukuman disiplin pegawai
terhadap jam kerja juga dibenarkan oleh salah satu pegawai
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ibu Sitti
Aminah,SE yang menyatakan bahwa :
“…mengenai penemuan laporan adanya pegawai yang
melakukan pelanggaran terhadap jam kerja atau malas datang
ke kantor di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja itu pernah ada,
pemanggilannya itu tahun 2011. Kemudian Inspektorat
menyurati pegawai yang bersangkutan untuk dipanggil
langsung ke kantor, tapi tidak sampai dikeluarkan LHP. Kemarin
saya turun langsung ke lapangan, kebetulan saya melakukan
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pemantauan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, hasil
pemantauan ada beberapa pegawai yang kita panggil karena
persoalan kehadiran. Pada saat itu juga kita meminta bertemu
langsung dengan pegawai tersebut  dan meminta keterangan
persoalan kehadirannya yang kurang disiplin, kita memberikan
peringatan kepada pimpinan SKPD yakni Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja dan pegawai yang kehadirannya kurang disiplin. ”
(hasil wawancara pada 23 Januari 2015).
Olehnya itu dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat
disimpulkan bahwa penerapan hukuman terhadap Pegawai
Negeri Sipil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yang melakukan pelanggaran
displin terhadap jam kerja itu sudah berjalan, namun belum
terlalu maksimal pemberian hukumannya berdasarkan aturan
PP No. 53 Tahun 2010.
2. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan dan
membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan penentu keberhasilan
pembangunan nasional, sudah sepatutnya untuk melaksanakan
tugas  dan fungsinya untuk kepentingan Negara secara profesional
dan bertanggung jawab. Sasaran kerja pegawai merupakan
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai
yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan
atasan pegawai. Untuk itu perlu ada bimbingan atasan kepada
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bawahan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya apabila
tidak mengarah ke pencapaian sasaran kinerja pegawai.
Penerapan Hukuman berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010
dalam Pasal 8 pada angka 12, yakni membimbing bawahan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka
15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.
Dalam Pasal 9 pada angka 15, yakni membimbing bawahan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja.
Selanjutnya salah satu pegawai di Bidang
Pemberdayaan Tenaga Kerja ibu Vivi Indriani, SST selaku
mediator tenaga kerja mengungkapkan bahwa :
“…untuk mentukan pencapaian kerja pegawai kan
atasan yang menilai disitu kita bisa lihat pencapaian kerja kita
bagus atau tidak. Tapi jika saya melakukan penilaian belum
semuanya pegawai mengerti dan paham apa yang menjadi
sasaran kerja masing-masing, pencapaian kerja para pegawai
juga belum maksimal, apalagi dalam menyelesaikan tugasnya
belum tepat waktu. Tapi, biasanya kalau dibagian ini sasaran
kerja pegawai tidak sesuai dengan pencapaian kerja yang
diharapkan maka atasan yakni kepala bidang langsung
mengarahkan kita. Kalau  pimpinan atau Kepala Dinas yang
saat ini sebagai pelaksana tugas biasanya dia menegur
pegawai apabila dalam pelaksanaan kinerjanya kurang
memuaskan atau tidak sesuai dengan pencapian kinerja yang
diharapkan.” (hasil wawancara 19 Januari 2015)
Berkaitan dengan hal tersebut Pegawai negeri sipil menurut
Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
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Bapak Drs. Asrul Asiking yang mempunyai tugas melakukan
penempatan tenaga kerja menyatakan bahwa:
“…secara umum sasaran kinerja pegawai disini belum
optimal hanya beberapa pegawai saja yang mengetahui
pencapaian sasaran kerjanya. Tapi kalau dilihat dari segi
tanggung jawabnya kan saya rasa sudah cukuplah karena saya
juga menerapkan hal itu, bagaimana  yang bersangkutan
bertanggung jawab secara penuh.Salah satu kegiatan atau
tugas dalam seksi ini itu memberikan pelayanan kartu pencari
kerja (AK-1). Tahun 2014 targetnya 750 orang dan terealisasi
hanya 613 orang. Hambatannya itu keterbatasan personil
jabatan fungsional penempatan kerja.” (hasil wawancara pada
19 Januari 2015).
Terkait dengan hal tersebut, peran atasan yang diungkapkan
oleh bapak Drs.Asdar selaku Kepala Bidang Pemberdayaan
Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa:
“Kalau persoalan kinerja didasarkan dari rencana
pembangunan jangka menengah daerah lari ke pelaksanaan
anggarannya. Paling dalam hal ini pencapaian kegiatan. Dalam
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dibidang ini kita terus
memantau, mengarahkan, dan membimbing dalam
pelaksanaan tugas”(hasil wawancara pada 19 Januari 2015).
Adapun Lampiran Keputusan Bupati No.35/-/2015 tentang
Penetapan Penerimaan Bantuan Dana Bencana Kebakaran dalam
Wilayah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
2015 :
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DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN DANA BENCANA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2015
No. NAMA ALAMAT BESARAN BANTUAN
(Rp)
1 Puang Manumma Kampung Sapanang Kel.Sapanang Rp 7.000.000,-
2 Cingke Cangkoleng Desa Tabo-Tabo
Kec.Bungoro
Rp 10.000.000,-
3 Basri Dg.Rola Erasa Kel. Pundata Baji Kec.Labakkang Rp 10.000.000,-
4 A.B Dg.Tiro Erasa Kel. Pundata Baji Kec.Labakkang Rp 10.000.000,-
5 H.Muhajir Lempangen Desa Boddie Rp 10.000.000,-
6 Rappe Bulu Garong Desa Baring Kec. Segeri Rp 10.000.000,-
7 Kaharuddin Kampung Cempagae Kel.Sapanang Rp 10.000.000,-
8 Tajuddin Desa Parenreng Kec.Segeri Rp 10.000.000,-
9 Haeruddin Dusun Taneta Desa Tompo Bulu Rp 5.000.000,-
10 Sardina Lokae Desa Manggalung Rp 10.000.000,-
11 Hasna Jl. Produksi Rw.001 Baru-Baru Utara Rp 10.000.000,-
12 PPadupa Kampung Maccini Baji Kel. Pundata Baji Rp 2.500.000,-
13 Marawiah Bonto Labbere Kel. Pabundukang Rp 10.000.000,-
14 Hj.Muliana Kel.Bone Kec.Segeri Rp 15.000.000,-
15 H.Ikbal Pasar Palampang Kel.Mappasaile Rp 10.000.000,-




Sumber: Seksi Penanggulangan Bencana Alam/Kebakaran Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Berkaitan dengan hal tersebut, Kasi Penanggulangan
Bencana Alam/Kebakaran bapak Arifuddin, S.Sos mengatakan:
“…pegawai disini dalam pencapaian sasaran kerja
secara umum belum maksimal pencapaian kinerjanya akibat
hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan
tugas. Persoalannya kebijakan yang dikeluarkan untuk menata
struktur organisasi pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
ini belum adil. Dan persoalan tugas yang diselesaikan bisa tepat
waktu sesuai kondisi, bisa tidak karena sarana yang
dibutuhkan. Kita memiliki tugas memberikan bantuan akibat
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bencana alam dan korban musibah lainnya. Ada kejadian, kita
turun berapa banyak yang dibutuhkan atas musibah yang
terjadi, jadi bersifat Emergency. Adapun hambatan yang
ditemukan dalam pelaksanaan tugas itu persoalan personil,
anggaran dan kebijakan dalam artian belum dikeluarkannya
kebijakan” (hasil  wawancara 19 januari 2015)
Sebagai atasan, hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak
Drs. H. Sabaruddin. AT, M.Si selaku Kepala Bidang
Kesetiakawanan Sosial yang menyatakan bahwa:
“…persoalan sasaran kerja pegawai di Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja itu sudah mengetahui tapi kadang disepelekan
dan kurang kreatif dan dalam pencapaian sasaran kerjanya
masih perlu ditingkatkan.Saya di bidang ini melihat pegawai jika
kinerjanya kurang mencapai sasaran memberikan pembinaan
dan mengarahkannya sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai.
Dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaa tugas itu
kurangnya personil dan kebijakan.Kita ingin memberikan
bantuan tapi SK Bupati Lambat dikeluarkan.” (hasil wawancara
22 Januari 2015).
Dari berbagai pernyataan diatas jelas terlihat bahwa
beberapa pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum
maksimal dalam menyelesaikan kinerjanya, tapi bukan berarti tidak
menyelesaikan tugasnya tapi karena belum semuanya mengerti
dan paham apa yang menjadi sasaran kinerjanya masing-masing.
Dan berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan
tugasnya. Dan dilihat dari penilaian atasan dari salah satu bagian
yang kemudian menindak lanjuti hal tersebut dapat disimpulkan
penerapan hukuman berdasarkan pencapaian sasaran kerja
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pegawai sudah berjalan karena beberapa pegawai dalam
melaksanakan tugas yang ditetapkan itu tetap mendapatkan
bimbingan dari atasan dalam melaksanakan kinerjanya.
b. Pelanggaran disiplin terhadap larangan
Pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai
menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Salah
satu pelanggaran yang terjadi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di
maksud  berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 dalam Pasal 4 angka 1
yakni menyalahgunakan wewenang.
Oleh karena itu, dalam penerapan hukuman pelanggaran
disiplin pegawai negeri sipil terhadap larangan berdasarkan PP No. 53
Tahun 2010 dalam Pasal 11 yakni hukuman disiplin ringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pada angka 1 yaitu
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik Negara, secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja.
Dalam Pasal 12 yakni hukuman disiplin sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pada angka 1 yaitu
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
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dokumen atau surat berharga milik Negara, secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Dalam Pasal 13 yakni hukuman disiplin berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pada angka 1 yaitu
menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 1. Dan dalam Pasal 13 pada angka 5 yaitu memiliki, menjual,
membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik Negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara.
Berkaitan dengan pemberian sanksi hukuman disiplin,
pelanggaran disiplin pegawai  terhadap larangan diungkapkan oleh Ibu
Suriani Suddin, S. Sos selaku kepala subag Umum dan Kepegawaian
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bahwa:
“…ada pernah salah satu staf dijatuhi hukuman,
pelanggarannya itu dia menyalahgunakan wewenang yang
diberikan. Dia masuk tim penanganan pemberian bantuan uang
duka pemakaman untuk kaum duafa, kemudian dia
menyalahgunakan dana itu. Waktu itu koordinasi dengan
Inspektorat kemudian Inspektorat yang tindak lanjuti…” (hasil
wawancara pada 22 januari 2015)
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Prosedur pemeriksaan berkaitan dengan hal tersebut, Kepala
Inspektorat Drs.H.M. Yasin, SH. MH menyatakan bahwa :
“…mekanisme penjatuhan hukuman disiplin pertama
dibentuklah tim pemeriksa sebagai pemeriksa PNS yang
bersangkutan, kemudian PNS yang bersangkutan tersebut
dipanggil oleh tim pemeriksa. Kemudian hasilnya diserahkan ke tim
penyelesaian dan hasil rapat tim penyelesaian itu nantinya
dijadikan acuan atau rekomendasi Bupati untuk menjatuhkan
hukuman disiplin pada PNS.” (hasil wawancara pada 23 januari
2015)
Menyangkut hal tersebut, Sekretaris Inspektorat Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan bapak Ir.A.Aryan Arif menyatakan bahwa:
“…prosesnya itu berjenjang. Pimpinan SKPD membuat
tembusan ke Inspektorat dan menyurat ke Bupati selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK). Hukuman tingkat disiplin ringan itu
pimpinan SKPD. Kalau ringan ada teguran lisan, tertulis,
pernyataan tidak puas secara tertulis. Kalau hukuman disiplin
sedang penundaan kenaikan gaji dan pangkat selama 1 tahun.
Disiplin ringan itu internal SKPD masing-masing  dan kalau sedang
ditembuskan ke Inpspektorat. Disiplin berat itu penundaan
kenaikan pangkat selama 3 tahun, penurunan pangkat setingkat
lebih rendah, pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat atas
permintaan sendiri sebagai PNS (dipecat). Kemudian, disiplin berat
itu dia membentuk tim. Kabupaten membentuk tim untuk turun
melakukan pemeriksaan. Tim itu sendiri dari Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah (BKDD), Instansi yang bersangkutan, dan
Inspektorat sebagai unsur pengawasan. Disitulah diperiksa,
kemudian hasil pemeriksaan itu dibuatkan rekomendasi ke Bupati
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Setelah itu turunlah
keputusan. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) yang
membentuk tim pemeriksa, karena terkait masalah kepegawaian.
Jadi, mekanismenya berjenjang kalau staf penjatuhan hukumannya
oleh kepala seksinya, kemudian kepala seksi yang berhak
menghukum kepala bidangnya, kalau kepala bidang yang
menghukm kepala dinasnya. Jadi, hasil pemeriksaan langsung
dibawa ke Bupati (BKDD yang bawa sebagai tim), kemudian
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dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan didalam LHP itu
ada rekomendasi. Dan direkomendasikan ke Bupati atas yang
bersangkutan dijatuhi hukuman apakah dia itu termasuk hukuman
sedang atau berat. Kalau sudah ada penjatuhan hukumannya,
kemudian dibuatkan SK oleh Bupati (dieksekusi oleh BKDD).
Persoalan kepegawaian dan teknisnya itu koordinasi BKDD
(dibuatkan SK penanganan displin PNS berdasarkan penjatuhan
hukumannya). Jadi, pernah dulu ada orangnya Dinas Sosial dan
yang dijatuhi hukuman disiplin sedang, karena menyalahgunakan
dana. Hasil rekomendasinya itu penundaan kenaikan pangkat
untuk paling lama satu tahun. Disamping itu dia harus menyetor
kembali dana yang disalahgunakan ke Kas Daerah batas waktu
satu minggu. Tapi, apabila tidak terselesaikan dipertimbangkan
untuk mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat yaitu penurunan
pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling
lama satu tahun.” (hasil wawancara pada 23 januari 2015)
Selanjutnya, pegawai pegawai dibagian Pembantu Wilayah II
InspektoratBapak Drs.Saiful Yasinmengatakan :
“….dasar kita melakukan pemeriksaan atau terjun langsung
ke lapangan yakni Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
itu SK bupati. Objek Pemeriksaan itu adalah SKPD dalam ruang
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan. Di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja itu waktu
pemeriksaannya Januari 2015.” (hasil wawancara pada 23 Januari
2015).
Berkaitan dengan hal tersebut, pegawai BKDDdi Bidang Data
dan Informasi Kepegawaian, Ibu Sri mengatakan bahwa :
“ …alur penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang
melakukan pelanggaran di SKPD masing-masing, misalnya ada
pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin waktu kerja tanpa
keterangan 2 hari atau 5 hari diberi teguran lisan oleh atasannya
atau 10 hari kerja diberikan hukuman sanksi berupa teguran
tertulis, dan jika tidak diindahkan di serahkan ke Inspektorat dan
dibuatkanlah Tim Pemeriksa, kemudian mengeluarkan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP itu ada 2 bagian, hasil pemeriksaan
103
PKPT (warna kuning) dan laporan hasil pemeriksaan khusus
(warna merah) yang dimana terdapat rekomendasi atau
kesimpulan hasil temuan di setor ke Bupati dan ditindak lanjuti oleh
bagian hukum dan BKDD.”  (hasil wawancara pada 26 Januari
2015).
Pernyataan tersebut diatas jika dikorelasikan dengan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
Tahapan sebagaimana disinggung sebelumnya terdiri dari
pemanggilan, pemeriksaan, pertimbangan penjatuhan hukuman, dan
penyampaian keputusan hukuman disiplin. Berikut ini alur prosedur
penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sipil di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan :
1. Untuk kasus pelanggaran disiplin ringan, atasan langsung yang
berwenang menghukum dan memberikan hukuman disiplin kepada
PNS yang melakukan pelangaran disiplin ringan.
2. Untuk kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat. Atasan
langsung atau Pejabat yang berwenang menghukum mengetahui
atau menerima laopran adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh PNS, terlebih dahulu melakukan pemanggilan paling lambat 7
hari kerja sebelum pemeriksaan, jika tidak hadir dikirimkan
pemanggilan ke 2, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
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3. Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang menghukum
membuat surat permohonan untuk membentuk Tim Pemeriksa.
4. Pejabat Pembentuk Tim Pemeriksa kemudian membentuk Tim
Pemeriksa sesuai Pangkat dan Jababatan PNS yang diperiksa.
5. Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan maksimal 2 kali
pemanggilan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan yang
hasilnya dituangkan dalam BAP. Apabila diperlukan, atasan
langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang
menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
6. Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan dengan
melampirkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepada Tim
Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin sedang
dan berat.
7. Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin
melakukan rapat pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman
disiplin dengan memperhatikan faktor yang mendorong PNS
melakukan pelanggaran disiplin sebgai bahan rekomendasi kepada
Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian.
8. Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin
melaporkan hasil rapat dengan menyerahkan rancangan Surat
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Bupati
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Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian.
9. Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memutuskan
menjatuhkan hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan
rekomendasi  hasil rapat Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin.
10.Hasil keputusan Bupati diserahkan kembali kepada Tim
Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin.
11.Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin
melakukan pemanggilan kepada PNS yang bersangkutan untuk
penyerahan SK penjatuhan Hukuman Disiplin.
12.Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin
menyerahkan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang
bersangkutan.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa
penerapan sanksi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan aturan disiplin PNS dan
prosedur penerapan hukuman atau penjatuhan hukuman disiplin telah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang
mana pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran
yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar dan tetap melakukan
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koordinasi dengan tim pemeriksa jika pelanggaran tersebut berada
pada tingkat hukuman disiplin sedang dan berat.
4.7. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin
berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin
pegawai negeri sipil
Setiap upaya penerapan hukum tentu akan menimbulkan
kendala tertentu. Begitu pula dalam hal pemberian sanksi hukuman
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor yang cenderung
mempengaruhi penerapan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan :
1. Pimpinan
Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang
cenderung mempengaruhi  peneran hukuman disiplin pegawai.
Penegak hukum sebagaimana disebutkan diatas adalah pihak-
pihak yang menerapkan hukum sebagaimana kewenangan yang
melekat pada diri penegak hukum tersebut. Penulis membahas
faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi penerapan hukuman
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di di Dinas Sosial dan Tenaga
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Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yakni atasan
langsung.
Berkaitan dengan hal tersebut pegawai di Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ibu Vivi Indriani,
SST yang menyatakan bahwa:
“…atasan langsung masih kurang pemahaman
hukumnya dan kurang rasa tanggung jawabnya. Sehingga,
penegakan (oknum) mengenai pemberian hukuman/sanksi
yang masih kurang optimal. Beliau langsung melimpahkan
kasus pelanggaran ke Inspektorat/BKDD untuk diselesaikan,
padahal harus terlebih dulu memeriksa perkaranya, bukannya
langsung melimpahkan ke instansi lain.” (hasil wawancara 19
Januari 2015)
Selanjutnya, Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Bapak Drs. Asrul Asiking yang juga menjadi
informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa :
“...Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kan masih
pelaksana tugas, ada disatu sisi kelemahannya karena beliau
tidak punya power yang cukup untuk memberikan hukuman.
Beliau masih kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi.
Terkadang beliau cenderung enggan/kurang tanggap apabila
bawahannya melakukan pelanggaran disiplin. Sekretaris disini
merangkap menjadi pimpinan dan kepala dinas yang dulu sama
saja. Tapi yang menjadi kendala kadang ada orang rajin ikut
apel dan mengikuti jadwal, kinerjanya bagus tapi tidak dipromo,
sementara yang kurang disiplin tidak pernah ikut apel tiba-tiba
dilantik dam naik eselonnya. Itu yang membuat orang-orang
berfikir, itu salah satu penyebab tidak jelas atau tidak
diterapkannya reward and punishment. ” (hasil wawancara pada
19 Januari 2015)
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Hal lain juga diungkapkan oleh pegawai dibagian Pembantu
Wilayah II InspektoratBapak Drs.Saiful Yasin bahwa:
“…tiap-tiap atasan langsung SKPD kebanyakan tidak
mau repot dalam menangani dugaan pelanggaran. Bisa jadi
dikarenakan memang tidak memahami mungkin proses
penegakan hukuman disiplin. Jadi, seolah-olah itu dia tidak
mengetahui adanya dugaan pelanggaran.” (hasil wawancara
pada 23 Januari 2015).
Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa
salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin
bagi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah penegak hukumnya
yakni atasan langsung. Dimana pimpinan SKPD masih kurang
memahami betul mengenai hukuman disiplin. Berdasarkan kondisi
itu otomatis cenderung menghambat proses penerapan hukuman
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian kurangnya rasa
tanggung jawab atasan langsung, lalu atasan langsung terkadang
kurang responsive, dan kurang tegas dalam memberikan hukuman
sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Seorang pemimpin yang membiarkan bawahannya berbuat
kesalahan, tanpa ada upaya untuk memberikan teguran atau
sanksi sama sekali, akan berakibat semakin memperparah
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moralitas atau mental bawahan itu sendiri. Hal tersebut
dikhawatirkan akan menyebar pada rekan-rekannya. Sehingga
disini moral dan mental seorang atasan sangat berpengaruh
terhadap pegawai yang dipimpinnya. Seorang atasan yang
bermental dan bermoral tidak baik, moral dan mental bawahannya
pun tidak akan jauh dari itu.
Terlepas dari faktor-faktor yang timbul dari penerapan
hukuman disiplin, setiap pelanggaran yang dilakukan PNS bisa
terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan
itu sendiri. Para pemimpin seharusnya dapat selalu memberikan
motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki
kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi. Pimpinan juga
seharusnya tidak hanya memberikan motivasi saja, tapi sebaikanya
memberikan reward and punishment. Reward tersebut tidak harus
selalu berbentuk uang tetapi dapat juga berupa pujian atau
penghargaan sebagai pegawai yang teladan. Berdasarkan hal itu,
otomatis pegawai lain pun ikut terpacu untuk selalu menjadi lebih
baik.
2. Pegawai Negeri Sipil
Faktor yang mempengaruhi proses penerapan hukuman
disiplin berdasarkan penelitian penulis adalah faktor masyarakat,
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yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini adalah Pegawai
Negeri Sipil.
Berkaitan dengan hal tersebut, diungkapkan oleh Kasi
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Bapak Drs. Asrul Asiking bahwa:
“…kabanyakan individu PNS disini bersikap acuh melihat
PNS lain yang ada disekitarnya melakukan pelanggaran,
sehingga masih banyak kasus pelanggaran disiplin mungkin
belum ditindak lanjuti.” (hasil wawancara pada 19 Januari 2015)
Dapat diperoleh gambaran bahwa faktor yang
mempengaruhi dalam penerapan hukuman disiplin adalah Pegawai
Negeri Sipil itu sendiri yang kurang memahami hukum yang
sebenarnya, bahwa output yang diharapkan dalam proses
penegakan hukuman disiplin adalah adanya suatu harapan akan
suatu perbaikan dan masih adanya budaya acuh diantara sesama
PNS. Kerentanan terhadap aksi pelanggaran yang menjauhkan
dari tercapainya misi awal, tidak hanya terletak pada unsur materi
dasar yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut,
melainkan pula pada ranah implementasinya. Musuh bersama
penerapan hukuman Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
adalah masih bersarangnya bahaya sifat-sifat seperti KKN, tahu
sama tahu, aksi diam sama diam, hingga akhirnya setiap
pelanggaran yang ada terkubur dengan nyaman. Pada akhirnya
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bila dihubungkan dengan masalah proses penegakan hukuman
disiplin, akan berakibat banyaknya pelanggaran disiplin yang tidak
terungkap.
3. Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Faktor yang cenderung mempengaruhi penerapan hukuman
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yakni pertimbangan apakah yang
dipakai penegak hukum guna menjatuhkan hukuman dalam
kaitannya dengan penegakan hukuman disiplin bagi Pegawai
Negeri Sipil.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan bapak Ir.A.Aryan Arifmenyatakan bahwa:
“…pertimbangan pejabat yang menghukum itu hasil rapat
rekomendasi. Isi rekomendasinya itu seberapa besar dampak
yang ditimbulkan dan faktor apa yang mendorong PNS itu
sehingga melakukan pelanggaran disiplin. Tim ini menjatuhkan
jenis hukuman dengan melihat jenis pelanggaran yang
dilakukan, lalu kemudian dijatuhkanlah hukuman yang sesuai.”
(hasil wawancara pada 23 januari 2015)
Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diperoleh
gambaran bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini PPK
(Pejabat Pembina Kepegawaian) selaku pejabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman disiplin mempertimbangkan berbagai aspek
dalam setiap menjatuhkan hukuman disiplin. Pertimbangan
tersebut didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang meringankan
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serta memberatkan, faktor yang mendorong dan dampak yang
timbul, serta dipertimbangkannya jenis pelanggaran yang
dilakukan.
Tim tersebut dalam membuat bahan rekomendasi, terlebih
dahulu melihat dulu perkara atau jenis pelanggaran apakah yang
dilakukan seorang PNS tersebut. Setelah diketahui hukuman atau
sanksi apa yang harus dijatuhkan sebagaimana terdapat dalam
perundang-undangan, barulah mereka mempertimbangkan
berbagai faktor lainnya. Faktor lain tersebut yaitu faktor  pendorong






1. Penerapan Hukuman disiplin berdasarkan PP No.53 Tahun 2010
terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa, penerapan hukuman terhadap pegawai yang
melakukan pelanggaran disiplin sudah berjalan, namun terdapat
bagian-bagian pelanggaran yang belum terlalu maksimal pemberian
hukumannya. Adapun pelanggaran-pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain :
 Masalah disiplin waktu kerja, implementasi penerapan
aturannya belum terlalu maksimal dan belum terlalu adil
perlakuan pemberian hukuman terhadap pegawainya.
Untuk itu perlu ada penjatuhan hukuman yang tegas.
 Masalah pencapaian sasaran kerja belum maksimal.
Penerapan hukumannya ini berdasarkan hal tersebut
sudah berjalan karena beberapa pegawai  yang belum
maksimal pencapaian kinerjanya akibat hambatan-
hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan tugas
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yang ditetapkan itu tetap mendapatkan bimbingan dari
atasan dalam melaksanakan kinerjanya.
 Masalah penyalahgunaan wewenang. Penerapan
hukumannya  telah sesuai dengan aturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Dimana terdapat Pegawai Negeri
Sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang
dijatuhi hukuman disiplin sedang yakni penundaan
kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin
berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin
pegawai negeri sipil
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan
hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
antara lain: Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil, pertimbangan penjatuhan
hukuman disiplin.
a. Pimpinan
Faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin
bagi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah penegak
hukumnya  yakni atasan langsung. Dimana pimpinan SKPD
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masih kurang memahami betul mengenai hukuman disiplin.
Kemudian kurangnya rasa tanggung jawab atasan langsung,
lalu atasan langsung terkadang kurang responsive, dan
kurang tegas dalam memberikan hukuman sanksi
pelanggaran disiplin. Berdasarkan kondisi itu otomatis
cenderung menghambat proses penerapan hukuman disiplin
bagi Pegawai Negeri Sipil.
b. Pegawai Negeri Sipil
Faktor yang mempengaruhi proses penerapan hukuman
disiplin berdasarkan penelitian penulis adalah faktor pegawai
negeri sipil. Terdapat Pegawai Negeri Sipil yang kurang
memahami hukum yang sebenarnya, bahwa output yang
diharapkan dalam proses penegakan hukuman disiplin
adalah adanya suatu harapan akan suatu perbaikan dan
masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang cenderung
acuh/tidak melaporkan, apabila ada Pegawai Negeri Sipil
lain di tempat kerjanya yang melakukan pelanggaran
disiplin.
c. Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Faktor yang cenderung mempengaruhi penerapan hukuman
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yakni pertimbangan
apakah yang dipakai penegak hukum guna menjatuhkan
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hukuman dalam kaitannya dengan penegakan hukuman
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Pejabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman disiplin mempertimbangkan berbagai
aspek dalam setiap menjatuhkan hukuman disiplin.
Pertimbangan tersebut didasarkan pada pertimbangan hal-
hal yang meringankan serta memberatkan, faktor yang
mendorong dan dampak yang timbul, serta
dipertimbangkannya jenis pelanggaran yang dilakukan.
B. SARAN
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka adapun saran yang
direkomendasikan adalah sebagai berikut :
1. Penerapan hukuman disiplin harus dilakukan lebih maksimal, lebih
adil, dan tegas dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran-
pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Perlu penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh
pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan agar lebih mengetahui tentang aturan kewajiban
dan larangan serta sanksi yang akan diterima jika melanggar
aturan tersebut. Sehingga penegak hukum dalam kaitan ini atasan
langsung memahami betul mengenai hukuman disiplin, lebih
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responsive, dan tegas dalam memberikan hukuman sanksi
pelanggaran disiplin. Pegawai Negeri Sipil memahami hukum yang
sebenarnya dan output yang diharapkan dalam proses penegakan
hukuman. Sehingga  tidak ada sikap acuh/tidak melaporkan apabila
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